Jurnal Ekonomi dan Manajemen

Volume 25 Nomor 1 Tahun 2024

e-ISSN: 2614-4212; p-ISSN: 1411-5794, Hal 01-12
DOI: https://doi.org/Xx.xxxx

Available online at: https://ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/jem

Strategi Pemberdayaan SDM dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi:
Studi pada Pegawai Non-PNS di Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Mojokerto

Agus Apriyanto'”, Dyah Sawitri?, Djuni Farhan?
13 Universitas Gajayana Malang, Inodensia

Alamat: JI. Mertojoyo BIKk. I, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
Korespondensi Penulis: agusAP1@gmail.com*

Abstract. The empowerment of non-civil servant employees is a crucial strategy for enhancing organizational
performance, particularly in the public sector. This study aims to understand empowerment from the perspective
of non-civil servant employees, identify its positive and negative impacts, and analyze its influence on workplace
conflicts. Using a qualitative approach with a case study method, the research involved 15 non-civil servant
employees at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in Mojokerto City who had
worked for at least one year. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document
analysis. The findings indicate that employee empowerment contributes to increased motivation, creativity,
adaptability, and inter-employee communication. However, challenges such as lack of supervision and potential
conflicts due to unequal distribution of authority were also identified. The study's implications highlight the need
for empowerment policies accompanied by effective supervision systems to minimize negative impacts.
Recommendations are provided for government organizations to enhance empowerment evaluation mechanisms
to create a more productive and harmonious work environment.
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Abstrak. Pemberdayaan pegawai non-PNS merupakan strategi penting dalam meningkatkan kinerja organisasi,
terutama di sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemberdayaan dari sudut pandang
pegawai non-PNS, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya, serta menganalisis pengaruhnya terhadap
konflik kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan 15
pegawai non-PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto
yang telah bekerja minimal satu tahun. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi,
dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai berkontribusi terhadap
peningkatan motivasi, kreativitas, adaptabilitas, serta komunikasi antarpegawai. Namun, tantangan seperti
kurangnya pengawasan dan potensi konflik akibat ketidakseimbangan distribusi wewenang juga ditemukan.
Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pemberdayaan yang disertai dengan sistem pengawasan
yang efektif untuk meminimalisir dampak negatif. Rekomendasi diberikan bagi organisasi pemerintahan untuk
meningkatkan mekanisme evaluasi pemberdayaan guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan
harmonis.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pegawai Non-PNS, Kinerja Organisasi, Konflik Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek kunci dalam
meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam instansi pemerintahan. Pegawai non-PNS
memiliki peran signifikan dalam mendukung operasional berbagai lembaga pemerintahan,
termasuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Mojokerto. Tantangan yang dihadapi pegawai non-PNS berkaitan dengan wewenang,
inisiatif kerja, dan pengambilan keputusan. Analisis terhadap pemberdayaan SDM di
lingkungan kerja tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
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Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pemberdayaan pegawai sebagai
strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Studi yang dilakukan oleh Bambang
Sutrisno (2019) menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai berpengaruh terhadap
peningkatan Kkreativitas, tanggung jawab, serta kepuasan kerja. Dampak negatif juga
ditemukan, seperti peningkatan beban kerja dan potensi konflik antarpegawai. Penelitian
lain oleh Aleluia Arindra Irma Putri (2017) mengidentifikasi faktor-faktor pemberdayaan
pegawai, yaitu tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, partisipasi, dan delegasi wewenang.

Kajian mengenai pemberdayaan pegawai masih memiliki kesenjangan penelitian
(gap analysis), terutama dalam memahami dinamika pemberdayaan pegawai non-PNS di
sektor pemerintahan, khususnya bidang pelayanan publik. Penelitian sebelumnya lebih
banyak berfokus pada pegawai tetap atau sektor swasta, sehingga penelitian ini relevan
dalam mengisi kesenjangan tersebut. Kajian mengenai dampak pemberdayaan terhadap
konflik dalam organisasi juga masih terbatas, meskipun konflik dapat memengaruhi
efektivitas tim kerja.

Peningkatan kebutuhan layanan publik yang lebih profesional dan responsif
menjadikan penelitian ini semakin penting. Pegawai non-PNS sering menghadapi
ketidakpastian dalam pengelolaan karir dan akses terhadap pelatihan yang mendukung
pengembangan kompetensi mereka. Pemahaman terhadap faktor-faktor pemberdayaan yang
efektif dapat membantu organisasi dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif guna
meningkatkan motivasi dan produktivitas pegawai non-PNS.

Pemberdayaan pegawai dalam organisasi pemerintahan berdampak pada individu
sekaligus peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kesempatan bagi pegawai
untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki otonomi dalam
pekerjaannya cenderung meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Penelitian ini
mengeksplorasi sejauh mana pemberdayaan pegawai berkontribusi terhadap perbaikan
proses kerja di DPMPTSP Kota Mojokerto.

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Pemanfaatan pendekatan
ini memungkinkan pengungkapan perspektif pegawai non-PNS terhadap pemberdayaan,
dampak yang mereka rasakan, serta tantangan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan
di lingkungan kerja.

Kontribusi penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.
Dari sisi teoretis, pemahaman mengenai dinamika pemberdayaan pegawai non-PNS dan
keterkaitannya dengan peningkatan kinerja organisasi dapat semakin diperkaya. Dari sisi
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praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi manajemen organisasi dalam
merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan
pegawai serta memperbaiki kualitas layanan publik.

Tujuan utama penelitian ini adalah memahami perspektif pegawai non-PNS
mengenai pemberdayaan, mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari pemberdayaan,
serta menganalisis bagaimana pemberdayaan dapat memengaruhi konflik kerja di
lingkungan DPMPTSP Kota Mojokerto. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar
dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif guna mendukung pengembangan

pegawai non-PNS di sektor pemerintahan.

. KAJIAN TEORITIS

Teori pemberdayaan pegawai menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Greasley
dan Bryman (2008) menjelaskan bahwa pemberdayaan dirancang untuk mendelegasikan
kekuasaan dan wewenang dari atasan kepada bawahan serta berbagi tanggung jawab di
antara mereka. Konsep ini memungkinkan individu dalam organisasi merasa memiliki
tanggung jawab lebih besar dalam pekerjaannya, yang pada akhirnya meningkatkan
motivasi dan kinerja mereka. Pemberdayaan mendorong pegawai tidak hanya melaksanakan
tugas berdasarkan perintah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif
dalam pengambilan keputusan dan inovasi di tempat kerja.

Teori kinerja organisasi digunakan untuk memahami hubungan antara
pemberdayaan dan efektivitas kerja pegawai. Slamet (2009) menyatakan bahwa kinerja
pegawai merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan organisasi, karena
mencerminkan hasil dari perilaku anggota dalam mencapai standar tertentu. Tingkat kinerja
yang lebih tinggi berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal.
Pemberdayaan pegawai diharapkan berperan dalam peningkatan kinerja organisasi melalui
produktivitas yang lebih baik, kepuasan kerja, serta komitmen yang lebih tinggi terhadap
tugas yang diberikan.

Manajemen sumber daya manusia (SDM) memberikan perspektif yang lebih luas
dalam memahami pemberdayaan pegawai. Dessler (2015) menekankan bahwa
pemberdayaan merupakan bagian dari strategi organisasi dalam mengelola tenaga kerja
secara lebih efektif. Pelaksanaan pemberdayaan yang baik tidak hanya meningkatkan
keterampilan pegawai, tetapi juga membangun lingkungan kerja yang mendukung inovasi
dan kolaborasi. Pemberdayaan dalam manajemen SDM berorientasi pada pengembangan

individu dan tim untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.
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Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai memberikan
dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Bambang Sutrisno (2019) menemukan
bahwa pemberdayaan pegawai dapat meningkatkan kreativitas, tanggung jawab, dan
kepuasan kerja, meskipun juga dapat meningkatkan beban kerja serta konflik antarpegawai
. Aleluia Arindra Irma Putri (2017) mengidentifikasi lima faktor utama dalam
pemberdayaan pegawai, yaitu tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, partisipasi, dan delegasi
wewenang.

Fokus penelitian terdahulu lebih banyak mengarah pada pegawai tetap atau sektor
swasta, sementara penelitian mengenai pegawai non-PNS di sektor pemerintahan masih
terbatas. Kajian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan mengeksplorasi efektivitas
pemberdayaan dalam lingkungan kerja pegawai non-PNS yang sering kali mengalami
keterbatasan dalam aspek jenjang karier dan kebijakan organisasi.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis dampak pemberdayaan terhadap
konflik kerja dalam organisasi. Kirkman et al. (2004) mengungkapkan bahwa
pemberdayaan tim dapat meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga dapat memicu konflik
apabila tidak dikelola dengan baik. Pegawai non-PNS menghadapi konflik yang bersumber
dari ketidakjelasan wewenang, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab, serta
keterbatasan akses terhadap sumber daya organisasi.

Asumsi dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemberdayaan pegawai memiliki
dampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Variasi dampak pemberdayaan
bergantung pada cara implementasinya serta bagaimana organisasi mengelola konflik yang
mungkin muncul. Analisis lebih lanjut diharapkan memberikan wawasan baru mengenai
strategi pemberdayaan yang paling efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai non-PNS.

Perspektif teoritis dan empiris dalam penelitian ini bertujuan memperkaya
pemahaman tentang dinamika pemberdayaan pegawai di sektor pemerintahan. Hasil
penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan SDM
yang lebih adaptif dan inovatif guna meningkatkan efektivitas kerja pegawai non-PNS.
Implementasi kebijakan yang tepat dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih

produktif, harmonis, dan berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang.
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3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pendekatan
kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti menyelidiki
secara mendalam suatu fenomena dalam konteksnya, dengan fokus pada pemberdayaan
pegawai non-PNS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Mojokerto

Teknik pemilihan partisipan menggunakan purposive sampling, yang didasarkan
pada pertimbangan subjektif peneliti untuk memilih informan yang memiliki pengalaman
dan pengetahuan terkait topik penelitian. Dari total 60 pegawai non-PNS yang bekerja di
DPMPTSP Kota Mojokerto, sebanyak 15 pegawai dengan masa kerja minimal satu tahun
dipilih sebagai partisipan utama penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara,
observasi, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi terstruktur,
yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi jawaban partisipan. Dalam
wawancara ini, pertanyaan diajukan terkait pemahaman, pengalaman, serta dampak
pemberdayaan terhadap pegawai non-PNS

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas kerja pegawai non-PNS
di lingkungan DPMPTSP Kota Mojokerto selama satu bulan. Pengamatan difokuskan pada
interaksi antarpegawai, efektivitas kerja, serta penerapan pemberdayaan di tempat kerja.
Hasil observasi ini digunakan untuk mendukung temuan dari wawancara

Telaah dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.
Berbagai dokumen organisasi, laporan kinerja, dan kebijakan terkait pemberdayaan pegawai
ditelaah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan
pemberdayaan di DPMPTSP Kota Mojokerto

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang
terdiri atas empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi atau
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan
dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Data yang telah direduksi kemudian
ditampilkan dalam bentuk yang lebih sistematis untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
Verifikasi data dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan
validitas dan keakuratan temuan. Peneliti melakukan triangulasi data dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih objektif mengenai pemberdayaan pegawai non-PNS
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Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam
mengenai dinamika pemberdayaan pegawai non-PNS dan dampaknya terhadap kinerja
organisasi. Hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pemberdayaan

yang lebih efektif di sektor pemerintahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil
a. Proses Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan
data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan telaah dokumen.
Wawancara dilakukan terhadap 15 pegawai non-PNS di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto dengan fokus
pada pengalaman, persepsi, dan dampak pemberdayaan terhadap pekerjaan
mereka. Observasi dilakukan selama satu bulan untuk memahami dinamika kerja
dan pola interaksi antarpegawai. Telaah dokumen mencakup kebijakan internal
organisasi, laporan kinerja, dan dokumen lain yang relevan.
b. Rentang Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama satu bulan di DPMPTSP Kota Mojokerto
yang berlokasi di JI. Gajahmada No. 100, Kota Mojokerto. Rentang waktu tersebut
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam mengenai
implementasi pemberdayaan pegawai non-PNS dalam konteks pelayanan publik.
c. Hasil Analisis Data
Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan
Huberman yang terdiri dari tahap pengumpulan data, reduksi data, display data,
dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara
dikategorikan ke dalam tema-tema utama, yaitu persepsi pegawai terhadap
pemberdayaan, dampak pemberdayaan terhadap kinerja, serta kendala dalam
implementasi pemberdayaan.
d. Persepsi Pegawai Non-PNS terhadap Pemberdayaan
Pegawai non-PNS mengartikan pemberdayaan sebagai peningkatan
tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, partisipasi, dan pendelegasian wewenang.
Sebagian besar partisipan merasa bahwa pemberdayaan memungkinkan mereka
untuk lebih proaktif dalam pekerjaan, meskipun masih ada tantangan dalam aspek
wewenang dan pengakuan formal terhadap kontribusi mereka.

6 Jurnal Ekonomi dan Manajemen - VOLUME. 2 NOMOR. 1 FEBRUARI 2024



e-ISSN: 2614-4212; p-ISSN: 1411-5794, Hal 01-12

e. Dampak Positif Pemberdayaan
Pemberdayaan memberikan berbagai dampak positif bagi pegawai dan
organisasi, seperti meningkatnya motivasi, Kkreativitas, adaptabilitas terhadap
perubahan, serta komunikasi yang lebih baik antarpegawai. Pegawai yang merasa
diberdayakan menunjukkan komitmen yang lebih tinggi terhadap pekerjaan
mereka dan lebih responsif terhadap tantangan yang muncul dalam pelayanan
publik.
f. Dampak Negatif Pemberdayaan
Selain manfaatnya, pemberdayaan juga menimbulkan tantangan, terutama
dalam aspek pengawasan dan konflik internal. Kurangnya pengawasan dapat
menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan perbedaan persepsi
mengenai tanggung jawab sering kali menimbulkan konflik di antara pegawai.
B. Pembahasan

Pemberdayaan pegawai non-PNS memberikan dampak positif terhadap
berbagai aspek dalam organisasi. Peningkatan motivasi, kreativitas, adaptabilitas
terhadap perubahan, serta komunikasi yang lebih baik antarpegawai menjadi beberapa
manfaat yang dirasakan. Pegawai yang merasa diberdayakan menunjukkan komitmen
lebih tinggi terhadap pekerjaannya. Peningkatan tanggung jawab individu dalam
menyelesaikan tugas menjadi indikasi bahwa pemberdayaan berhasil menciptakan
lingkungan kerja yang lebih mandiri dan inovatif.

Keberhasilan pemberdayaan pegawai dalam meningkatkan motivasi kerja
didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Greasley dan Bryman (2008). Pegawai
yang diberikan wewenang dan kepercayaan lebih besar cenderung merasa memiliki
peran yang lebih bermakna dalam organisasi. Konsep ini sejalan dengan teori kinerja
organisasi yang menyatakan bahwa peningkatan keterlibatan pegawai dalam
pengambilan keputusan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Studi yang dilakukan
olen Bambang Sutrisno (2019) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan dapat
meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

Motivasi pegawai meningkat ketika mereka diberikan kebebasan dalam
menyusun strategi penyelesaian tugas. Pegawai yang memiliki otonomi lebih tinggi
cenderung lebih berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan di tempat kerja.
Keberadaan pegawai yang lebih kreatif memberikan dampak langsung pada efektivitas
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kerja tim. Aleluia Arindra Irma Putri (2017) dalam penelitiannya mengidentifikasi
bahwa kreativitas pegawai meningkat ketika mereka diberikan kepercayaan lebih besar
dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan juga berdampak pada adaptabilitas pegawai dalam menghadapi
perubahan organisasi. Pegawai yang merasa memiliki peran lebih besar dalam
organisasi lebih mudah menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Teori manajemen
sumber daya manusia oleh Dessler (2015) menekankan pentingnya fleksibilitas dalam
lingkungan kerja. Peningkatan kemampuan adaptasi pegawai yang diberdayakan
mencerminkan efektivitas penerapan teori ini.

Komunikasi antarpegawai menjadi lebih baik ketika pemberdayaan diterapkan
dengan tepat. Pegawai yang merasa dihargai lebih terbuka dalam berbagi informasi dan
berkolaborasi dengan rekan kerja. Studi yang dilakukan oleh Kirkman dan Rosen
(2000) menunjukkan bahwa komunikasi dalam tim yang diberdayakan cenderung lebih
efektif. Pegawai dalam tim yang diberdayakan merasa memiliki tanggung jawab untuk
mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan organisasi.

Meskipun memberikan dampak positif, pemberdayaan juga dapat menimbulkan
tantangan dalam aspek pengawasan. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan
kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Pegawai yang memiliki tanggung jawab lebih
besar mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola beban kerja jika tidak didukung
oleh sistem pengawasan yang memadai. Kirkman et al. (2004) mengungkapkan bahwa
pemberdayaan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menimbulkan
ketidakpastian dalam pembagian tugas.

Konflik internal menjadi tantangan lain dalam pemberdayaan pegawai non-
PNS. Perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab dapat menimbulkan ketegangan di
antara pegawai. Studi yang dilakukan oleh Bergman et al. (2012) menyebutkan bahwa
pegawai yang diberdayakan lebih rentan terhadap konflik karena tingkat kepercayaan
dalam kelompok sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja tim. Kepercayaan yang
rendah dalam tim yang diberdayakan dapat menyebabkan perselisihan terkait
pembagian tugas dan wewenang.

Penelitian ini menemukan bahwa konflik dalam pemberdayaan dapat terjadi
karena adanya ketimpangan dalam distribusi kewenangan. Pegawai yang merasa tidak
mendapatkan wewenang yang cukup cenderung mengalami demotivasi. Penelitian oleh

Kotlyar dan Karakowsky (2006) menunjukkan bahwa pemberdayaan yang tidak merata
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dalam tim kerja dapat menghambat efektivitas kerja tim. Ketidakseimbangan dalam
distribusi tanggung jawab dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara pegawai.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menyoroti bagaimana
pegawai non-PNS menghadapi kendala dalam pemberdayaan. Pegawai non-PNS sering
kali memiliki batasan dalam wewenang yang diberikan dibandingkan dengan pegawai
tetap. Kondisi ini menyebabkan pemberdayaan tidak selalu berjalan optimal. Studi yang
dilakukan oleh Suharto (1998) menekankan bahwa produktivitas pegawai akan lebih
tinggi jika mereka memiliki akses yang setara terhadap peluang pengembangan diri.

Konflik yang muncul dalam proses pemberdayaan dapat bersifat fungsional
maupun disfungsional. Konflik fungsional dapat mendorong kreativitas dan inovasi
dalam organisasi. Bergman et al. (2012) menunjukkan bahwa konflik yang dikelola
dengan baik dapat meningkatkan kinerja tim. Konflik disfungsional, di sisi lain, dapat
menghambat komunikasi dan kolaborasi di tempat kerja.

Keselarasan antara hasil penelitian ini dengan teori pemberdayaan pegawai
menunjukkan bahwa pemberdayaan yang efektif harus diimbangi dengan dukungan
organisasi. Organisasi perlu menciptakan sistem pengawasan yang tidak menghambat
kebebasan pegawai dalam bekerja. Pengawasan yang adaptif dapat membantu pegawai
dalam mengelola tanggung jawab mereka tanpa merasa terbebani.

Temuan dalam penelitian ini memberikan implikasi bagi organisasi dalam
menerapkan strategi pemberdayaan yang lebih efektif. Organisasi perlu memastikan
bahwa semua pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk diberdayakan.
Pemberdayaan yang merata dapat mengurangi potensi konflik yang bersumber dari
ketidakadilan dalam pembagian wewenang.

Keseimbangan antara pemberian wewenang dan pengawasan yang efektif
menjadi kunci dalam keberhasilan pemberdayaan pegawai non-PNS. Organisasi perlu
memberikan pelatihan tambahan bagi pegawai untuk meningkatkan kesiapan mereka
dalam menerima tanggung jawab yang lebih besar. Langkah ini akan memastikan
bahwa pemberdayaan berjalan secara optimal tanpa mengorbankan efisiensi kerja.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan pegawai dapat
memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi jika diterapkan dengan strategi
yang tepat. Manajemen konflik dan pengawasan yang baik menjadi faktor penting
dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Kesimpulan ini memberikan
rekomendasi bagi organisasi untuk terus mengembangkan kebijakan pemberdayaan

yang sejalan dengan kebutuhan pegawai dan tujuan organisasi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Pemberdayaan sumber daya manusia dalam organisasi pemerintahan berkontribusi
signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai non-PNS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberdayaan yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto berdampak positif pada motivasi kerja, kreativitas,
serta adaptabilitas pegawai terhadap perubahan lingkungan kerja. Pemberian wewenang dan
kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mendorong pegawai untuk lebih
bertanggung jawab dan proaktif dalam menjalankan tugasnya.

Analisis data mengungkap bahwa pemberdayaan juga menghadirkan tantangan
dalam bentuk kurangnya pengawasan serta potensi konflik dalam organisasi. Pegawai yang
merasa memiliki tanggung jawab lebih besar terkadang mengalami ketidakjelasan dalam
pembagian tugas, yang dapat memicu ketegangan antarindividu. Pengelolaan konflik
menjadi faktor penting dalam memastikan pemberdayaan berjalan efektif dan tidak
menghambat produktivitas organisasi.

Temuan penelitian ini selaras dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh
Greasley dan Bryman (2008) serta studi Kirkman dan Rosen (2000), yang menegaskan
bahwa pemberdayaan dapat meningkatkan efektivitas organisasi, namun tetap
membutuhkan dukungan struktural yang jelas. Dampak positif yang ditemukan dalam
penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aleluia Arindra Irma Putri (2017), yang
mengidentifikasi bahwa faktor tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, partisipasi, dan
delegasi wewenang berperan penting dalam pemberdayaan pegawai.

Pemberdayaan pegawai non-PNS dalam sektor pemerintahan memerlukan
pendekatan yang lebih sistematis. Kebutuhan akan pengawasan yang lebih adaptif serta
mekanisme evaluasi berkala menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa program
pemberdayaan dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan pegawai. Pimpinan
organisasi diharapkan lebih aktif dalam memberikan umpan balik dan memastikan bahwa
setiap pegawai memahami perannya dalam kerangka kerja yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam jumlah partisipan
yang terbatas serta fokus kajian yang lebih mengarah pada persepsi pegawai non-PNS.
Ruang lingkup penelitian dapat diperluas dengan melibatkan perspektif pimpinan organisasi
untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitas program
pemberdayaan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi strategi pemberdayaan
yang lebih spesifik dalam berbagai sektor pemerintahan guna memahami dinamika yang
lebih luas
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